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ABSTRAK 
 
 
 
Pejabat Notaris memiliki tugas untuk membuat akta otentik dan berani membuat akta 
notulen lelang. Salah satu ciri dari Lelang Berita Acara dibuat oleh Pejabat Lelang yang 
ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kekuatan bukti terdiri dari kekuatan bukti lahir, hubungan 
formal dan material telah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Apakah Akta Lelang disebut 
dengan Akta Otentik dan bentuk aktanya telah ditentukan oleh Undang-Undang.  
Hasil dari penelitian Tesis ini adalah status Karakteristik Akta Risalah disebut sebagai 
akta otentikasi karena (1) bentuk akta otentik adalah ditentukan oleh  undang-undang (Pasal 
37, 38 dan 39 Vendu Reglement, (2) akta otentik harus dibuat oleh pejabat umum Lelang ini 
dibuat oleh pejabat lelang (3) dari otoritas apa, kapan dan di mana akta dibuat. (Pasal 3 dan 7 
Vendu Reglement) ditentukan oleh Menteri Keuangan, Kekuatan Bukti Mengenai Akta 
Risalah Lelang Sebagai akta otentik, Dalam Pasal 35 dari Vendu Reglement yang darinya 
"Dari setiap penjualan publik oleh Petugas Lelang atau wakilnya, selama penjualan, untuk 
setiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita terpisah ". Di sini jelas bahwa Risiko 
Lelang harus dilakukan dengan akta otentik, karena risalah lelang memiliki bukti kekuatan 
yang sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya. 
 
Kata Kunci : Akta Otentik, Akta Risalah Lelang, Kewenangan Notaris. 
 
ABSTRAK 
 
Notaries as public officials have a duty to make an authentic deed for the needy, and 
generally speaking, Notary is the only general official who has a substantial legal authority 
to make almost all authentic deeds. Pursuant to Article 1 of Law Number 30 Year 2004 
regarding Notary Position as amended by Law Number 2 Year 2014 regarding Amendment 
of Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Public Official that Notary is a public 
official authorized to make authentic deed and other authority as referred to in this law and 
Article 15 paragraph (2) letter g states that the Notary is also authorized to make a deed of 
minutes of the auction based on the provisions of Article 1868 of the Civil Code (Civil Code) 
is an Authentic Act. One of the special characteristics of an Auction of Minutes Act is made 
by the Auction Officer appointed by the Minister of Finance to make the Auction Minutes at 
the end of the auction process stipulated in the PMK No. a. 93 / PMK.06 / 2010 concerning 
the Auction Guide.  
The existence of Deed of Minutes of Auction is very important in the auction process of 
both movable and immovable objects. The strength of the proof consists of the power of proof 
of birth, formal and material as set forth in Article 1868 of the Civil Code. Then a question 
arises as to whether the Auction Deed of Acts is authenticated by an Authentic Deed. 
According to Article 1868 of the Civil Code, an authentic deed is a deed in the form 
prescribed by law, made by or in the presence of the ruling public officials for it in the place 
where the deed is made. Whether the auction form of the auction is determined by law.Thus 
whether the auction treatise which is the legal product of the auction official is equal to the 
authentic deed. This is interesting to be observed and investigated further, because there is a 
conflict of norm between UUJN Number 2 Year 2014 about Notary and Auction Regulations 
(Vendu Reglement). The consequence of the law is because the Auction of Minutes Deed 
made by the Auction Officer based on the regulation vendor is not based on the Act so that 
the authenticity of the Auction Minutes Act made by the Auction Officer creates a 
contradiction of the conception of authentic deed based on BW and UUJN. 
 
Keywords: Authentic Deed, Deed of Auction Minutes, Authority of Notary Public. 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1. Kesimpulan : 
4.1.1. Kedudukan Akta Risalah Lelang disebut sebagai akta otentik atau otentisitas akta 
karena memenuhi beberapa unsur : (1) bentuk akta otentik itu diatur undang- 
undang. Risalah lelang bentuknya diatur dalam pasal 37, 38 dan 39 Vendu 
Reglement; (2) akta otentik itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. 
Risalah lelang dibuat oleh pejabat lelang. Pejabat Lelang yang diangkat Direktur 
Jenderal Kekayaan Negara yang dimaksud adalah Notaris. Kemudian dalam Pasal 
35 Vendu Reglement dinyatakan bahwa setiap penjualan dimuka umum/ lelang 
harus dibuat berita acara lelang/risalah lelang. (3) tentang kewenangan apa, 
kapan, dan dimana akta itu dibuat. Untuk risalah lelang dapat kita lihat ketentuan 
Pasal 3 dan 7 Vendu Reglement bahwa kapan dan wilayah kerja pejabat lelang 
ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
4.1.2. Kekuatan Pembuktian Pada Akta Risalah Lelang Sebagai akta otentik, Dalam 
Pasal 35 Vendu Reglement disebutkan bahwa ”Dari tiap penjualan dimuka umum 
oleh Pejabat Lelang atau kuasanya, selama dalam penjualan, untuk tiap hari 
pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri”. Disini jelas bahwa 
Risalah Lelang harus dibuat dengan akta otentik, untuk itu peranan Notaris 
sebagai pejabat pembuat akta sangat diperlukan, karena risalah lelang mempunyai 
kekuatan pembuktian yang sempurnah tentang apa yang dimuat di dalamnya. 
Artinya bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada pokoknya harus 
dianggap benar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37, 38, dan 39 (Vendu 
Reglement Staatblad 1908 No.189), Hal ini dikarenakan Pejabat Lelang dalam 
membuat akta otentik atau risalah lelang sesuai dengan apa yang dilihat dan di 
dengar olehnya. 
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